PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan

Mengingat

Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals perlu adanya
rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan, Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022-
2026 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi
pencapaian dengan melibatkan semua  pemangku
kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait
pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta
hukum dan tata kelola;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



10.

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6402;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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20.

21.

22.

23:

24,

25.

26.

27.

28.

29,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesial Nomor 6794);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
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35.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 124);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 137):

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-
2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-
2029 (Lembanran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2025 Nomor 4);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor
29);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2023 Nomor 83);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2025 Nomor 41);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA AKSI
DAERAH  TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan  Perwakilan dalam  penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah
Bumbu.

. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya

disingkat TPB atau disebut juga Sustainable Development
Goals yang selanjutnya disingkat SDGs adalah agenda yang
memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.

. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/ Sustainable =~ Development Goals  yang
selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen
rencana kerja di tingkat kabupaten untuk melaksanakan
berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan
sasaran pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada
RPJP Nasional.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan
penyusunannya  berpedoman pada RPJPD dengan
memperhatikan RPJM Nasional.



10.0Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

11.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

12.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber
daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk
mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan
kepentingan umum dan berkelanjutan.

13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

14.Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan,
akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan
yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

15.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

16.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas
implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs
yang telah selesai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs yaitu untuk menetapkan

dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

a. pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah;

b. Perangkat Daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha,
akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan

¢. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana
pembangunan Daerah.



Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB/SDGs meliputi 17 tujuan yang terbagi ke
dalam 4 pilar utama, yaitu:
a. Pilar Pembangunan Sosial :
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan;
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan;
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas; dan
Tujuan 5: Kesetaraan Gender.
b. Pilar Pembangunan Ekonomi :
Tujuan 6: Energi Bersih dan Terjangkau,;
Tujuan 7: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
Tujuan 8: Industri, Inovasi, dan infrastruktur;
Tujuan 9: Berkurangnya Kesenjangan; dan
Tujuan 10: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;
c. Pilar Pembangunan Lingkungan:
Tujuan 11: Air Bersih dan Sanitasi Layak;
Tujuan 12: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
Tujuan 13: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
Tujuan 14: Penanganan Perubahan Iklim;
Tujuan 15: Ekosistem Lautan; dan
Tujuan 16: Ekosistem Daratan.

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola:
Tujuan 17: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. RAD TPB/SDGs;

b. Pemantauan dan Evaluasi; dan
c. Pelaporan;

BAB IV
RAD TPB/SDGs

Pasal 5

RAD TPB/SDGs dalam upaya pencapaian target TPB dan
pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk tujuan,
target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.



Pasal 6

(1) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;

BAB 11 : Keterkaitan RAD TPB/SDGs dengan kebijakan
Pembangunan;

BAB III : Penyusunan Matrik TPB/SDGs;

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan

BABV : Penutup.

(2) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7

RAD TPB/SDGs digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dan
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
RAD TPB/SDGs, dan penyusunan dokumen perencanaan
daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi
organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha,
pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Koordinasi dan Tim
Sekretariat Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi
TPB/SDGs melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Daerah;

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian
RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan
pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.

(2) Laporan  pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Gubernur Kalimantan Selatan dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka, Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2026
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor
14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

pada tangga September 2275

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal?? September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YUBIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 61



